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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. TN terkait dengan tanggung jawab notaris dalam

pengajuan permohonan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah

mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT. TN yang perubahan datanya tidak diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sifat

penelitiannya deskriptif analisis, alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen, Teknik analisis datanya

secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab notaris dan akibat hukum aktanya, notaris

tersebut sudah melakukan tanggung jawab selama proses pembuatan aktanya yang mengacu kepada

Undang-Undang. Kemudian mengenai kekuatan hukum akta Nomor 43 yang tidak terdaftar pada Sistem

Administrasi Badan Hukum, selama akta tersebut dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku akta

tersebut tetap merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun tidak

berlaku bagi pihak ketiga karena tidak memenuhi asas publikasi mengacu ketentuan Pasal 94 ayat (7) jo

Pasal 111 ayat (8) UUPT 40/2007, akan tetapi saham tersebut tidak beralih sesuai ketentuan Pasal 56 ayat

(4) UUPT 40/2007. Saran dari penulis adalah terhadap akta mengenai perubahan data perseroan yang belum

diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sudah melewati

batas waktu maka dapat dibuatkan akta penegasan yang menyatakan kembali keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

......This thesis discusses the case study of PT. TN is related to the responsibilities of a notary in submitting a

request for Data Change to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Supreme

Court Decision Number 1840 K/PDT/2016). The main problem in this thesis is regarding the legal

consequences and responsibilities of a notary when the Deed of Minutes of the Extraordinary General

Meeting of Shareholders of PT. TN whose data changes are not notified to the Minister of Law and Human

Rights of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is normative juridical, the

nature of the research is descriptive analysis, the data collection tool is document study, and the data

analysis technique is qualitative. The results of this study are the responsibility of the notary and the legal

consequences of the deed, the notary has carried out his responsibilities during the process of making the

deed which refers to the Act. Then regarding the legal force of deed Number 43 which is not registered in

the Legal Entity Administration System, as long as the deed is made based on the applicable law, the deed

remains an authentic deed that has perfect evidentiary power, but does not apply to third parties because it
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does not meet the publication principle. refers to the provisions of Article 94 paragraph (7) in conjunction

with Article 111 paragraph (8) of the Company Law 40/2007, but the shares are not transferred according to

the provisions of Article 56 paragraph (4) of the Company Law 40/2007. The suggestion from the author is

that the deed regarding changes to company data that has not been notified to the Ministry of Law and

Human Rights of the Republic of Indonesia and has passed the time limit can be made a deed of

confirmation that restates the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.


